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BUPATI SUKOHARJO 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO 

 

                              NOMOR : 400.10.3.4/252 TAHUN 2026    

 

TENTANG 

 

PENETAPAN DESA PRANAN KECAMATAN POLOKARTO  

KABUPATEN SUKOHARJO SEBAGAI DESA WISATA  

 

 

BUPATI SUKOHARJO, 

 

 

 Menimbang  : a. bahwa sektor pariwisata merupakan penggerak 

perekonomian masyarakat sebagai salah satu sektor 

unggulan yang diharapkan dapat berjalan secara 

berkelanjutan; 

b. bahwa Desa Pranan Kecamatan Polokarto Kabupaten 

Sukoharjo memiliki keunikan, keaslian dan sifat khas 
sebagai desa yang mengangkat budaya kearifan lokal, 
baik dari seni budaya, sosial kemasyarakatan maupun 

unsur potensi daya tarik wisatanya seperti potensi lahan 
pertanian untuk komoditas tanam padi, jambu air serta 

empon-empon tanaman obat keluarga, wisata festival 
jambu air Pranan dengan mengusung konsep kearifan 

lokal berupa desa wisata untuk pembangunan perdesaan 
yang berkelanjutan dalam bidang pariwisata; 

c. bahwa berdasarkan hasil penilaian desa serta 

peninjauan di lokasi yang dilakukan oleh tim penilai 
desa wisata, menyatakan Desa Pranan Kecamatan 

Polokarto Kabupaten Sukoharjo telah memenuhi 
persyaratan, sehingga dapat dikategorikan sebagai desa 

wisata; 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Desa Pranan Kecamatan Polokarto 

Kabupaten Sukoharjo Sebagai Desa Wisata; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, 

perlu menetapkan Keputusan Bupati; 

 

 

SALINAN 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 
tentang Pembetukan Daerah Tingkat II Batang dengan 
mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara 

Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 2757);  

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3419) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 

tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Noor 6953); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856);  
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar 

Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5168); 
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6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856);  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang 

Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan  

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 

Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 

Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 

Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Nomor 262); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 

2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 

nomor 300); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 

Tahun 2024 tentang Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 

Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Nomor 329); 

   

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  

KESATU : Desa Pranan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo 

Sebagai Desa Wisata. 

 

KEDUA : Apabila di kemudian hari terdapat ketidaksesuaian dengan 
persyaratan penetapan desa wisata, akan diadakan evaluasi 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo. 

 

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan. 

 

 

Ditetapkan di Sukoharjo  

pada tanggal 6 April 2026 

 

BUPATI SUKOHARJO, 

 

ttd.  

 

ETIK SURYANI 

 

 

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim 

                      kepada Yth.: 

1. Kepala Badan Perencanaan    

Pembangunan Daerah Provinsi 
Jawa Tengah di Semarang; 

2. Kepala Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Provinsi Jawa 
Tengah di Semarang; 

3. Ketua Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten 

Sukoharjo di Sukoharjo; 
4. Kepala Badan Perencanaan, 

Pembangunan, Riset dan 

Inovasi Daerah Kabupaten 
Sukoharjo di Sukoharjo; 

5. Kepala Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kabupaten 

Sukoharjo di Sukoharjo; 
6. Inspektur Daerah Kabupaten 

Sukoharjo di Sukoharjo; 

7. Kepala Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Sukoharjo di 
Sukoharjo; 

8. Camat Polokarto Kabupaten 
Sukoharjo di Polokarto; 

9. Kepala Desa Pranan Kecamatan 

Polokarto Kabupaten Sukoharjo 
di Polokarto. 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
RETNO WIDIYANTI B, SH 

Pembina  

NIP. 19790801 200501 2 010 
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